BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menarik simpulan sebagai
berikut:

1. Penerapan Peraturan Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi di Kota Padang
adalah:

a. Mutasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan
pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang telah sesuai
dengan Peraturan Badan Kepegawain Negara Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Mutasi dan memberi manfaat pada
Organisasi Pearangkat Daerah Pemerintah Kota Padang. Namun
pelaksanaan Mutasi belum sepenuhnya memenuhi aspek
ketepatan hal ini di sebabkan bahwa masih ada beberapa jabatan
yang di isi tidak sesuai ahlinya dan memberikan tantangan bagi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Padang untuk lebih selektif

b. Pembiayaan pelaksanaan Mutasi Aparatur Sipil Negara di Kota
Padang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan pembiayaan di

bebankan kepada instansi penerima.



C.

Dalam pengajuan persyaratan teknisi Badan Kepegawaian
Sumber Daya Manusia Kota Padang telah sesuai dengan aturan

aturan yang berlaku Badan Kepegawaian Negara pusat.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Badang Kepegawaian Daerah dalam

pengurusan Mutasi Aparatur Sipil Negara di Kota Padang:

a.

d.

Penambahan Syarat-Syarat Mutasi (ketidak sesuaian isi dalam
peraturan).

Masa keluar Surat Keputusan Mutasi tidak dapat ditentukan.
Terkendalanya proses penyesuaian pada tahap awal
pemberlakuan Peraturan Badan Kepegawaian di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di
Kota Padang.

Adanya oknum yang melakukan tindakan kecurangan.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dalam

mengatasi kendala pengurusan Mutasi Aparatur Negara adalah

a.

Mengajukan permohonan pembuatan Peta Jabatan kepada
Pemerintah Provinsi atau Badan Kepegawaian Negara
Meminta Wali Kota mempercepat penerbitan Surat Keputusan
Mutasi.

Mengadakan Sosialisasi Tentang Peraturan Badan Kepegawaian
Negara Repulik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Mutasi untuk seluruh Aparatur Sipil Negara di

Kota Padang.



d. Melakukan penempatan Aparatur Sipil Negara yamg di Mutasi

berdasarkan sistem merit.

B. Saran

1. Agar Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia melakukan lelang
jabatan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang di Pemerintah Kota
Padang untuk tercipta nya kualitas Pemerintahan yang baik dan sesuai
dengan peraturan yang ada.

2. Agar Pemerintah Kota Padang memperhatikan waktu dalam penerbitan
Surat Keputusan Mutasi bagi para Aparatur Sipil Negara yang
mengajukan perpindahan ke Daerah atau jabatan lain.

3. Agar segera di bentuknya Peraturan Wali Kota Padang Tentang

Pelaksanaan Mutasi di Ingkungan Pemerintahan Kota Padang
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